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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam 
kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup 
manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi 
juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum 
dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula 
untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan 
membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang 
Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat 
sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan 
diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah 
perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara 
dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang 
khusus untuk orang Islam. 
Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad yang sangat kuat 
atau miitsaaqan ghaliizhan mengandung arti bahwa akad perkawinan 
itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan 
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ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam 
merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan suatu 
perbuatan ibadah. 
Agama Islam telah mensyari‟atkan perkawinan sebagai salah 
satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan 
melahirkan keturunan yang sah, dan dari perkawinan ini pula akan 
menciptakan kemaslahatan umat. Hal ini dapat dilihat pada firman 
Allah Subhanahu wa Ta‟ala dalam QS. An-Nisa (4) :1 
 
 
“ Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah 
menciptakan istri dan dari pada keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” 
Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 
1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa, memang pada mulanya setiap pasangan suami istri 
yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. 
Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai 
cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan 
suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan 
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ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. 
Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya 
pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor antara lain 
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya konflik antara 
suami istri. 
Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara 
suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah 
yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti 
diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidak rukunan 
dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan 
itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah 
dan rahmah. 
Seperti halnya perceraian yang terjadi antara Pemohon dan 
Termohon yang disebabkan oleh banyaknya masalah yang tidak 
dapat diselesaikan, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, 
sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah 
tangganya dan menjatuhkan talak kepada Termohon. Sesuai dengan  
putusan Pengadilan Agama Nomor 477/pdt.G/2011/PA.Ptk. Dalam 
putusan tersebut dipaparkan bahwa Pemohon dan Termohon 
menikah pada tanggal  16 Agustus 1998, pemohon dan termohon 
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal 
dengan pemohon. 
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Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-
baik saja, namun sejak akhir tahun 2010 terjadi pertengkaran dan 
Termohon sering kali minta cerai kepada pemohon karena sudah 
tidak cinta lagi dan mengancam akan pergi meninggalkan keluarga 
untuk menemui laki-laki yang dicintainya dari Inggris yang dikenalnya 
melalui Facebook. Pada tanggal 6 Februari 2011 Termohon pergi 
meninggalkan rumah tanpa seizin suami (Pemohon). Dan sampai 
sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya. Pemohon 
sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu Termohon dan jalan yang 
terbaik adalah perceraian. 
Dalam Alquran, perceraian dikenal dengan istilah talak dimana 
Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 227 
 
“Dan jika mereka ber‟azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
Secara umum ayat-ayat Alquran membolehkan terjadinya talak 
namun menurut ulama fiqh bahwa hukum talak jika dilihat dari kondisi 
rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi dapat terbagi atas: 
Pertama, talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa 
terjadi percekcokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan 
melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekcokan 
tersebut tidak kunjung berakhir; Kedua, talak dihukumkan sunnah 
apabila istri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu 
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wa Ta‟ala dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai 
hamba Allah Subhanahu wa Ta‟ala (seperti shalat dan puasa) 
maupun sebagai istri ( tidak mau melayani suami ); Ketiga, talak 
dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan 
melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. 
Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang 
bagi istrinya untuk melakukan perzinaan; Keempat, talak dihukumkan 
makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali; 
Kelima, talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan 
dengan  alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu 
tidak baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik, dan hubungan 
antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat 
dihindari. 
Sehingga melihat dari latar belakang masalah di atas maka 
penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang Analisis 
hukum mengenai alasan cerai karena perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. 
 
 
 
 
6 
 
B. Rumusan masalah 
Berangkat dari latar belakang di atas, ada beberapa hal yang 
akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah, yaitu: 
1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat 
dijadikan alasan perceraian? 
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan 
permohonan perceraian? 
 
C. Tujuan penelitian 
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara suami 
istri dapat dijadikan alasan perceraian. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga 
mengabulkan permohonan perceraian. 
 
D. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu: 
1. Diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan 
dibidang hukum perkawinan Islam. 
2. Dapat memberi informasi bagi penelitian lain yang akan meneliti 
dengan judul yang sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan 
menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam merupakan istilah 
khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau 
dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al-Islamy. Istilah 
ini dalam wacana ahli hukum barat disebut Islamic Law. Dalam 
Alquran dan Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan. 
Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang 
kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqh.1 
Menurut T.M hasbi Ashshiddiqy sebagaimana yang dikutip 
oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi 
daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas 
kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di 
Indonesia istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan 
dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan 
tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu 
negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat bagi seluruh 
anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan pada kata Islam. 
                                                             
1
 Zainuddin Ali. Hukum Islam. Hlm 1 
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Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang 
dirumuskan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang 
tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani 
kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seluruh 
pemeluk agama Islam.2 
Sebagai sistem hukum, hukum Islam mempunyai beberapa 
istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud adalah istilah 
hukum, hukm dan ahkam, syariah, dan fiqh. Secara sederhana, 
hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan atau 
seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam 
suatu masyarakat, baik norma yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat ataupun norma yang dibuat oleh pemerintah. 
Selain itu ada konsepsi hukum lain, yaitu konsepsi hukum Islam, 
dimana kerangka dasar ditetapkan oleh Allah Subhana wa Ta‟ala. 
yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia 
dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan 
lainnya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 
manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan 
manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam 
masyarakat serta alam sekitarnya. 
Perkataan hukum yang digunakan di Indonesia berasal dari 
kata hukm dalam bahasa Arab. Dalam sistem hukum Islam ada 
                                                             
2
 Ibid Hlm 3 
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lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan 
mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di 
bidang Muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut yaitu al-ahkam al-
khamsah atau penggolongan hukum yang lima (Sajuti Thalib, 
1985; 16), yaitu (1) jaiz, mubah atau ibahah, (2) sunnah, (3) 
makruh, (4) wajib dan (5) haram.3 
Syariat atau syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber 
(mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. 
Syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat merupakan norma 
hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang 
Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam 
hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia 
dan benda dalam masyarakat. 
Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih 
lanjut oleh Nabi Shallallahu „alaihi wasallam sebagai Rasul-Nya, 
karena itu syariat terdapat dalam Alquran dan dalam kitab-kitab 
hadits.4 
Perkataan fiqh artinya adalah paham atau pengertian. Jika 
dihubungkan dengan ilmu, ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas 
menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang 
terdapat di dalam Alquran dan ketentuan-ketentuan umum yang 
terdapat dalam sunnah Nabi Shallallahu „alaihi wasallam yang 
                                                             
3
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam  hlm 44 
4
 Ibid hlm 46 
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terdapat dalam kitab Hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah 
ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat 
dalam Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu „alaihi wasallam 
untuk diterapkan pada perilaku manusia yang telah akil baligh. 
 
2. Sumber Hukum Islam 
Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) 
hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air, 
sumber hukum Islam kadang-kadang disebut „dalil‟ hukum Islam 
atau „pokok‟ hukum Islam atau „dasar‟ hukum Islam ( M. Tolchah 
Mansoer, 1980, 24; Mukhtar Yahya, 1979: 21 ). Sumber hukum 
Islam adalah (1) Alquran (2) As-Sunnah (Al-Hadits) serta (3) akal 
pikiran atau Ra‟yu manusia yang memenuhi syarat untuk 
berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan 
mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya 
adalah (a) ijma‟, (b) qiyas, (c) istidal, (d) al-masalih al-mursalah, 
(e) istihsan, (f) istishab dan (g) „urf.5 
a. Alquran 
Alquran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan 
utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang 
perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. 
Alquran adalah kitab suci yang memuat wahyu dari Allah 
                                                             
5
 Ibid Hlm 73 
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Subhana Wa ta‟ala yang original yang disampaikan oleh 
malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi 
Wasallam sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 
tahun 2 bulan 22 hari. Untuk menjadi pedoman atau petunjuk 
bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini 
sehingga mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia 
dan di akhirat. 
b. As-Sunnah ( Al-Hadits ) 
As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, 
kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti 
perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Shallallahu „alaihi 
wasallam. Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah 
dalam pengertian istilah adalah segala yang dipindahkan dari 
Nabi Shallallahu „alaihi wasallam berupa perkataan ataupun 
taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum. Pengertian 
inilah yang dimaksudkan untuk kata As-Sunnah dalam Hadits 
Nabi Shallallahu „alaihi wasallam, “sungguh telah kutinggalkan 
untukmu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama 
kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan 
sunnah Rasul-Nya.” ( Al-Hadits )6 
As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang 
kedua, berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Nabi 
                                                             
6
 Zainuddin Ali. Hukum Islam. Hlm 32 
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Shallallahu „alaihi wasallam yang tercatat dalam kitab hadits. 
Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang 
Alquran.7 
c. Akal pikiran ( al-Ra‟yu atau Ijtihad ) 
Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk 
berijtihad yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga ini‟ 
dalam kepustakaan disebut ar ra‟yu atau ijtihad saja (A. Azhar 
Basyir, 1983; 6). Secara harfiah ra‟yu berarti pendapat dan 
pertimbangan. Dasar hukum untuk mempergunakan akal 
pikiran atau ra‟yu untuk berijtihad  dalam pengembangan 
hukum Islam adalah Alquran Surat An-Nisa ayat 59. 
Perkataan ijtihad dalam bahasa Arab berasal dari kata jahada 
berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya 
dalam berusaha (Othman Ishak, 1980; 1). Dalam 
hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar 
yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap 
kemampuan yang ada dilakukan oleh orang ( ahli hukum ) 
yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang 
belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Alquran dan 
Sunnah Nabi Shallallahu „alaihi wasallam.8 
Ada beberapa metode yang digunakan dalam berijtihad 
yaitu (a) ijma‟ atau kesesuaian pendapat, (b) qiyas atau 
                                                             
7
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam. Hlm 97 
8
 Ibid hlm 116 
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menyamakan hukum, (c) istidal atau menarik kesimpulan dari 
dua hal yang berlainan, (d) al-masalih al-mursalah atau 
menemukan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan 
dalam masyarakat, (e) istihsan atau menentukan hukum 
dengan jalan menyimpang demi keadilan dan kepentingan 
sosial, (f) istishab atau menetapkan hukum sesuai dengan 
kejadian yang sama di masa lampau dan (g) adat istiadat 
(„urf) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Sumber hukum Islam yang telah dijelaskan di atas juga 
merupakan sumber hukum dalam hukum perkawinan. Karena 
hukum perkawinan yang akan dijelaskan di sini juga merupakan 
bagian dari hukum Islam sehingga dasar dan aturan mengenai 
perkawinan dan perceraian juga diatur dalam sumber hukum 
Islam. Baik dalam Alquran, Hadits, dan al-Ra‟yu atau Ijtihad. 
 
3. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam (fiqh) 
menjadi dua yaitu,9 
1) Ahkam Al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ahkam Al-
Ibadat ini dibedakan kepada Ibadat Mahdlah dan Ibadat Ghair 
Mahdlah. Ibadat Mahdlah adalah jenis ibadah yang cara, 
                                                             
9
 Mardani. Hukum Islam. Hlm 15 
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waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, 
puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan Ibadat Ghair 
Mahdlah adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah 
Subhana wa Ta‟ala, dan setiap perkataan atau perbuatan 
yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, 
seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang 
lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, 
mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan 
perbuatan buruk dll. 
2) Ahkam Al-Mu‟amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum 
yang mengatur hubungan antar manusia yang terdiri dari: 
a. Ahkam Al-ahwal Al-syahsiyat (hukum orang dan keluarga) 
yaitu hukum tentang orang dan hukum keluarga, seperti 
hukum perkawinan; 
b. Ahkam Al-Madaniyat (hukum benda) yaitu hukum yang 
mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti 
jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian 
harta warisan atau hukum kewarisan; 
c. Al-Ahkam Al-Jinayat (hukum pidana Islam), yaitu hukum 
yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau 
tindak pidana dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang 
melanggarnya; 
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d. Al- Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa‟at (hukum acara) yaitu 
hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan atau 
hukum formil; 
e. Ahkam Al-Dusturiyah (hukum tata negara dan perundang-
undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah 
politik seperti mengenai peraturan dasar dan sistem 
negara; 
f. Ahkam Al-Dauliyah (hukum Internasional) yaitu hukum 
yang mengatur hubungan antar negara baik dalam 
keadaan damai maupun dalam keadaan perang; 
g. Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah (hukum 
perekonomian dan moneter) yaitu hukum tentang 
perekonomian dan keuangan dalam suatu negara. 
Jadi, Hukum perkawinan termasuk bidang Muamalah 
yaitu padabagian Al-ahwal Al-syahsiyat (hukum orang dan 
keluarga), selain perkawinan dalam bidang ini juga mengatur 
tentang perceraian dengan segala akibatnya, kewarisan dan 
wakaf. 
 
4. Tujuan Hukum Islam 
Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni segi 
pembuat hukum Islam yaitu Allah Subhana wa Ta‟ala dan Rasul-
Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum 
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Islam itu.10 Jika dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum 
Islam itu adalah pertama, untuk memenuhi keperluan hidup 
manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam 
kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah 
darurriyat, hajjiyat, tahsiniyyat. 
Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus 
dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar 
kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan 
sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai 
kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan 
sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. 
Kebutuhan tersier kebutuhan yang menunjang kehidupan 
manusia yang perlu diadakan seperti pangan, sandang dan papan 
dll. 
Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan 
dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. 
Ketiga, agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan 
benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk 
memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al fiqh yakni 
dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai 
metodologinya. 
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Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia itu sendiri, 
maka tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang 
bahagia dan sejahtera. Dengan cara mengambil yang bermanfaat, 
mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dengan 
kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum 
adalah tercapainya keridhaan Allah Subhana wa Ta‟ala dalam 
kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. 
Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer 
merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. 
Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara yaitu 
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Tujuan hukum Islam secara tidak langsung juga 
merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Karena perkawinan 
merupakan suatu ibadah yang dapat memelihara agama dan 
akhlak, sehingga menghindarkan kita dari perbuatan yang tidak 
diperbolehkan sebelum menikah dan juga dengan menikah, 
kelanjutan umat manusia dapat diteruskan dengan sebaik-baiknya 
(memelihara keturunan). 
 
B. Perkawinan 
1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Perkawinan 
Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam 
mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum 
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Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat 
kuat (mitsaaqan ghaliizhan) untuk mentaati perintah Allah, dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Pada prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah 
pergaulan yang ma‟ruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga 
rahasia masing-masing, pergaulan yang sakinah (pergaulan yang 
aman dan tenteram), pergaulan yang memiliki rasa mawaddah 
(saling mencintai) dan pergaulan yang disertai rahmah (rasa 
saling mengasihi terutama setelah masa tua).11 
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada 
yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan 
dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan 
ataupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk 
melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal 
( fisik dan non fisik ) dianjurkan oleh Nabi Shallallahu „alaihi 
wasallam untuk berpuasa.12 
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 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Hlm 4 
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 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Hlm 7 
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Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu 
merupakan suatu ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan 
sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat 
Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti 
suatu tradisi atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh Rasul dan 
untuk umatnya. 
Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dalam Alquran 
(Q.S. adz-Dzaariyat: 49) 
 
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar 
kamu mengingat kebesaran Allah.” 
 Prinsip-prinsip perkawinan 
Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari 
Alquran dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-
garis hukum melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 
mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai 
berikut.13 
Asas membentuk keluarga yang bahagia kekal, suami 
dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk 
mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 
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 Ibid hlm 7 
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 Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama 
dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, 
dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. 
 Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu 
berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang 
maka cukup seorang istri saja. 
 Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya 
dapat melangsungkan pernikahan, agar mewujudkan tujuan 
pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik 
dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. 
 Asas mempersulit terjadinya perceraian 
 Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan 
istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam 
pergaulan masyarakat. 
 Asas pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan 
mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah 
atau melakukan ikatan perkawinan. 
 
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum 
atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun 
objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau 
peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. 
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Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau 
peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau 
perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum 
atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya 
“batal demi hukum”.14 
Menurut ulama Syafi‟iyah yang dimaksud dengan 
perkawinan adalah Keseluruhan yang secara langsung berkaitan 
dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad 
nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan adalah segala hal 
yang harus terwujud dalam suatu Perkawinan. Unsur pokok suatu 
perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, 
akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad 
dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah 
berlangsungnya akad perkawinan. 
Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara 
lengkap adalah sebagai berikut: 
a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan. 
b. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan 
perkawinan. 
c. Dua orang saksi 
d. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh 
suami. 
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 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat. hlm 90 
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Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak 
termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti 
disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada 
waktu akad itu berlangsung.15 
Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing 
unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau 
peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak 
dengan sendirinya membatalkan perbuatan atau peristiwa hukum, 
namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat 
dibatalkan”.16 
Syarat-syarat perkawinan tersirat dalam Undang-Undang 
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Syarat calon mempelai pria adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah: 
a. Beragama Islam 
b. perempuan 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. hlm 61 
16
 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat.hlm 93 
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c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun 
dalam hukum perkawinan Islam Indonesia menentukan salah satu 
syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Persetujuan calon 
mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat 
diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta 
calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti 
persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.17 
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat 
antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri) yang 
mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak 
lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak 
dan kewajiban antara suami dan istri.18Yang dimaksud dengan 
hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari 
orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah 
apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain19. 
Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga 
dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran, seperti pada surat Al-
                                                             
17
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Hlm 13 
18
 Ibid Hlm 51 
19
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di IndonesiaHlm 159 
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Baqarah ayat 228: “ bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan 
kewajiban-kewajibannya secara ma‟ruf dan bagi suami setingkat 
lebih dari istri.” 
Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri 
juga semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini 
mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara 
atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun 
demikian, suami mempunyai setingkat kedudukan yang lebih 
tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana disyaratkan 
oleh ujung ayat tersebut di atas. 
Antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal 
balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Menurut Pasal tersebut 
suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 
masyarakat. Selain itu, menurut Pasal 77 ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk 
menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 
Kewajiban suami merupakan hak istri yang harus diperoleh 
dari suami berdasarkan kemampuannya. Hal itu bersumber dari 
Alquran Surah At-Thalaq ayat 6:20 
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 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Hlm 53 
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“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-
istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah 
kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika 
mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah 
kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan 
maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya …”. 
Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya 
dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi 
materi (nafkah lahir). Sedangkan kewajiban dalam bentuk 
nonmateri, seperti kebutuhan biologis disebut nafkah batin. Dalam 
bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada 
adalah nafkah yang maksudnya hal-hal yang bersifat lahiriah atau 
materi. 
Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka 
hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal ini diatur 
dalam Pasal 34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 secara 
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umum dan secara rinci diatur dalam Pasal 83 dan 84 Kompilasi 
Hukum Islam. 
Mengenai istri yang nusyuz adalah sang istri 
membangkang terhadap suaminya, tidak memenuhi ajakan dan 
perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang 
jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan/atau istri keluar 
meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidak-tidaknya 
diduga sang suami tidak menyetujuinya.21 
 
C. Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “ 
pisah” dari kata dasar ”cerai”, sedangkan dalam bahasa Arabnya 
berasal dari kata “thalaq” yang berarti “melepaskan” dan 
“meninggalkan”6. Menurut istilah (syara‟) perceraian merupakan 
sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut 
adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang 
kemudian digunakan oleh syara‟.22 . Perceraian dalam istilah ahli 
fiqh disebut talak atau furqoh, adapun arti dari talak ialah 
membuka ikatan membatalkan perjanjian. 
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 Ibid hlm 55 
22  Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul Akhyar Juz 11, hlm 175 
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Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk 
perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh 
hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau 
perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam 
arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak 
suami.23 
Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat 
mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh 
karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami 
istri yang bersangkutan,melainkan juga menyangkut kepentingan 
seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian 
merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh,Islam menetapkan 
hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun 
demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja 
dengan semena-mena. 
Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan 
secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan 
mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, 
pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang 
biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri 
merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai 
perubahan emosi, psikologis dan lingkungan. 
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  Soemiyato, Hukum Perkawainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. hlm 103 
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Meskipun perceraian secara sederhana adalah 
pengungkapan kehendak untuk berpisah hidup setelah membina 
rumah tangga dan dilanjuti dengan perpisahan hidup, namun 
permasalahannya tidak sesederhana itu. Bahkan seorang ahli 
menyebutnya sebagai “fenomena sosial dan pengalaman pribadi 
yang kompleks (a complex social phenomenon as well as a 
complex personal experience).24 
Oleh karena itu Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan 
sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya 
yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan 
ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian 
antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian 
itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami istri 
demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya 
perceraian itu.  
 
2. Usaha-Usaha yang Harus Ditempuh Sebelum Putusnya 
Perkawinan 
Oleh Alquran sendiri telah memberikan beberapa pedoman 
untuk melakukan usaha-usaha pencegahan atas terjadinya hal-
hal yang tidak baik dalam keluarga. Di bawah ini akan 
dikemukakan beberapa diantara pedoman itu. Penyebutan 
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 Marian Roberts, Mediation in Family Disputes: Principles and Practice (Third   
   Edition) hlm 30 
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beberapa pedoman tentang usaha-usaha untuk mencegah 
terjadinya perceraian di sini masih membuka usaha-usaha lainnya 
yang dapat dipergunakan agar tidak terjadi suatu pemutusan 
hubungan perkawinan.25 
a. Dalam Hal Kemungkinan Terjadinya Nusyuz Istri. 
Sumber hukum dan pedoman mengenai nusyuz istri ini 
berdasarkan Alquran, Q.S. An-Nisa ayat (34):  
 
 
 
“ … perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan 
nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada 
mereka,tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), 
dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka 
menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk 
menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi, Maha Besar.” 
Arti nusyuz bagi istri yang dimaksud dalam ayat ini 
ialah perbuatan istri untuk tidak melakukan kewajiban atau 
tidak taat kepada suaminya. Apabila suami khawatir bahwa 
istrinya akan berlaku nusyuz, maka suami diperintahkan untuk 
bertindak untuk mengusahakan penyelesaian perbaikan 
dengan cara : 
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 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. Hlm 93 
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a. Suami memberi nasihat kepada istri untuk kembali biasa 
dan tidak nusyuz lagi. 
b. Jika usaha pertama itu tidak berhasil untuk menjadikan 
istri taat, maka pisahkanlah tempat tidur istri dari tempat 
tidur suaminya, tetapi suami istri masih dalam satu rumah. 
c. Dalam hal kedua usaha tersebut masih belum berhasil, 
maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara 
dan alat pemukul sedemikian rupa sehingga tidak  sangat 
sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri. 
Menurut Prof. Hazairin, dipukul (sayang/pengajaran) 
dengan terompah yang biasanya dipergunakan dalam rumah 
yang terbuat dari rumput dan tidak berbekas. 
Apabila istri telah taat kembali kepada suaminya 
berdasarkan usaha-usaha suami menurut ketentuan agama, 
ataupun telah sadar berdasarkan keinsyafan sendiri, maka 
suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri. 
 
b. Dalam Hal Kemungkinan Terjadinya Nusyuz Suami 
Sumber hukum dan pedoman mengenai nusyuz suami 
berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat (128):  
 
 
 
31 
 
“ dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan 
nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat 
mengadakan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu 
memperbaiki  (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara 
dirimu dari nusyuz, maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan.”  
Nusyuz suami yang dapat terjadi yang disebutkan 
dalam ayat ini ialah kemungkinan ia berpaling meninggalkan 
atau menyianyiakan istrinya. Ayat ini dijadikan dasar untuk 
merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak. 
Dirumuskan dalam bentuk suatu perjanjian dengan 
menentukan cara-cara untuk menyelesaikan jika terjadi 
nusyuz yang dilakukan oleh suami. 
c. Apabila Terjadi Syiqaq Antara Suami Istri 
Arti syiqaq ialah keretakan yang sangat hebat antara 
suami istri. Semata-mata karena syiqaq tidak diperkenankan 
langsung bercerai. Peristiwa syiqaq antara suami istri mesti 
diadakan usaha perdamaian walaupun dengan mencampur 
tangankan pihak ketiga yang sedapat-dapatnya berasal dari 
keluarga sendiri. Hal syiqaq dan penyelesaiannya diatur 
dalam Q.S. An-Nisa ayat (35): 
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“ dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan diantara 
keduanya,  maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga 
laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika 
keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha 
mengetahui, Maha Teliti.” 
Di Indonesia telah didirikan Balai Penasehat 
Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga. Balai ini berada 
dalam lingkungan departemen agama. Pertama-tama balai ini 
untuk berusaha menjadi pendamai antara suami istri yang 
bermaksud bercerai. 
d. Jika Salah Satu Pihak Melakukan Fahisyah 
Arti kata fahisyah adalah perbuatan buruk.Prof Hazairin 
mengartikan fahisyah dalam arti perbuataan yang memberi 
malu keluarga. Dasarnya adalah Q.S. An-Nisa ayat (15): 
 
 
 
“ dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji 
diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap 
mereka ada 4 orang saksi diantara kamu yang 
menyaksikannya, apabila mereka telah memberi kesaksian 
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maka kurunglah mereka (perempuan) sampai mereka 
menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain 
kepadanya.” Kata-kata fahisyah diartikan penyelewengan 
dalam hubungan seks atau perzinaan. Cara penyelesaiannya 
sebagai berikut berdasarkan Q.S An-Nisa di atas : 
a. Si penuduh dalam hal ini suami, wajib membuktikan 
dengan 4 orang saksi, bahwa benar istrinya telah 
melakukan fahisyah atau tindakan yang memalukan 
keluarga. 
b. Jika ada 4 orang saksi memberikan kesaksiannya, hal ini 
dianggap telah terbukti secara sah. Dalam keadaan 
demikian itu suami yang telah menuduh istrinya melakukan 
fahisyah itu diperintahkan untuk memberi hukuman kepada 
istrinya. 
c. Kemungkinan-kemungkinan mengenai jalan penyelesaian 
itu adalah berubahnya istri menjadi baik sehingga tidak 
perlu lagi ditahan di rumah dan bebas keluar rumah 
menurut ukuran-ukuran yang baik. 
 
3. Putusnya perkawinan 
Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara 
seorang pria dan seorang wanita sudah berakhir. Perceraian 
dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang 
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prinsipnya dilarang oleh Allah. Berdasarkan hadits Nabi 
Shallallahu „aliahi Wasallam: “ sesuatu perbuatan halal yang 
paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian”. ( HR. Abu 
Dawud, Ibn Majah dan Al Hakim ). 
Putusnya perkawinan berarti juga berakhirnya hubungan 
suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang 
berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum 
Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan : 
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui 
kematian. 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak. 
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu‟ 
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak 
ketiga disebut fasakh.26 
Jika persoalan putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya 
diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang nomor 
1 tahun 1974. Namun tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 
sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. 
Menurut Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 
perkawinan dapat putus karena: 
1. Kematian 
2. Perceraian 
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3. Atas keputusan pengadilan 
Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang nomor 1 
tahun 1974, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi 
Hukum Islam merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai 
sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat 
hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam 
sama dengan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. 
Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengenai putusnya 
perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi 
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 
mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 
1974 yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu 
untuk orang Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan 
sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama  tersebut 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.27 
 
4. Bentuk Dan Alasan Perceraian 
a. Bentuk- Bentuk Perceraian Dalam Islam 
Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu 
talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu: 
1) Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat 
menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam 
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keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah 
dicampuri oleh suaminya. 
2) Talak Bid'iy ialah talak dimana suami menjatuhkan talak 
kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam 
keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu 
itu telah dicampuri oleh suaminya.28 
Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak 
dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
1)  Talak Sarih, ialah talak yang di ucapkan dengan lafadz 
yang jelas maknanya tentang perceraian. 
2) Talak Kinayah, ialah talak yang diucapkan dengan lafadz 
tidak jelas atau dengan melalui sindiran.29 
Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan 
segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan 
suami istri baik lafadz maupun tulisan yang ditujukan pada 
istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus 
utusan. 
Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat 
menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
1. Talak Raj'i 
Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali 
kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama 
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istrinya masih dalam masa iddah.30 Talak raj‟i adalah talak 
kesatu atau kedua. Status hukum perempuan dalam masa 
talak raj‟i sama dengan istri dalam masa pernikahan 
dalam semua keadaannnya, kecuali dalam satu hal, yaitu 
tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia 
berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan 
mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali 
kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup 
mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan 
demikian, cerai dalam bentuk talak raj‟I tidak dapat 
dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.31 
 
2. Talak Ba‟in 
Yaitu Talak yang dilakukan sebelum istri digauli 
oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah, 
maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk 
hanya dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya Talak 
ba‟in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
 Talak ba‟in sughra : Talak yang telah dijatuhkan oleh 
suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali 
kecuali dengan perkawinan baru. 
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 Talak ba‟in kubra : Talak yang berakibat hilangnya hak 
bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah 
baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa 
iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak 
ba‟in istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika 
memenuhi syarat-syarat yaitu: 
1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain 
2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru 
3. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru 
4. Telah habis masa iddahnya.32 
 
 
Bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 ada 2 : 
1. Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk 
menceraikan istrinya. 
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh 
adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang 
diajukan kepada pengadilan negeri/pengadilan agama 
untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan 
perceraian. 
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b. Alasan-Alasan Perceraian 
Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian 
maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang 
dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala 
akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan 
perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan 
apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan 
perkawinan. 
Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak 
akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.33 Adapun hal-hal 
yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah 
diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan 
Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975  tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang 
pada dasarnya sebagai berikut: 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 39, yang menyatakan bahwa untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri 
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itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Terhadap 
ketentuan yang termuat di dalam Pasal tersebut di atas, 
khususnya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 serta Pasal19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena 
alasan atau alasan-alasan : 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain di luar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 
d. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah 
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/istri. 
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f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan 
mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus 
kepada suami istri  yang memeluk agama Islam, yaitu : 
a. Suami melanggar taklik talak. 
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 
terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 
Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. 
Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau 
meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan 
ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan. 
Taklik atau muallak artinya bergantung, dengan demikian 
pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya 
digantungkan kepada suatu syarat. Atau taklik talak adalah 
talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa 
tertentu sesuai dengan perjanjian. 
Murtad atau pindah agama dalam perkawinan dapat 
mengakibatkan percekcokan dalam rumah tangga karena 
salah satu pihak yaitu suami atau istri menginginkan agar 
pasangannya tidak berpindah agama. Percekcokan tersebut 
dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. 
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5. Akibat Putusnya Perkawinan 
Hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara 
seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis 
hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan 
maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Putusnya 
ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 
(lima) karakteristik.34 Lima karakteristik tersebut antara lain: 
 Akibat talak 
Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak 
istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan 
Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut. 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 
wajib: 
a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, 
baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut 
qabla ad-dukhul. 
b. Memberi nafkah, makan dan kiswah ( tempat tinggal dan 
pakaian ) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, 
kecuali bekas istri telah dijatuhi  talak ba‟in atau nusyuz 
dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan 
separuh apabila qabla ad-dukhul. 
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d. Memberikan biaya hadhanah ( pemeliharaan anak ) untuk 
anak yang belum mencapai umur 21 tahun. 
 Akibat perceraian (cerai gugat) 
Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya 
untuk bercerai melalui pengadilan, kemudian pihak 
pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus 
hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) 
perkawinan. Cerai gugat didasarkan hadits Nabi shallallahu 
„alaihi wasallam: “seorang pereempuan berkata kepada 
Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam: “ wahai Rasulullah 
saya yang mengandung anak ini, air susuku yang 
diminumnya, dan dibalikku tempat kumpulnya ( bersamaku ), 
ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya 
dariku”, maka Rasulullah bersabda, “kamu lebih berhak 
(memeliharanya) selama kamu tidak menikah.” ( HR. Ahmad, 
Abu Dawud dan Hakim ) 
Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai 
putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). 
Hal ini diungkapkan sebagai berikut : 
1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan 
hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal 
dunia, maka kedudukannya diganti oleh : 
a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. 
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b. Ayah 
c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. 
d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 
e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis 
samping dari ibu. 
f. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis 
samping dari ayah. 
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk 
mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya. 
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat 
menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, 
meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, 
maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan 
pengadilan dapat memindahkan hadhanah kepada 
kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi 
tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat 
mengurus diri sendiri (21 tahun). 
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan 
nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya 
berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d). 
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6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan 
ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan 
dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 
 Akibat khulu‟ 
Perceraian yang terjadi akibat khulu‟, yaitu suatu ikatan 
perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan 
hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. 
Selain itu, khulu‟ adalah perceraian yang terjadi atas 
permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad 
kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu 
khulu‟ adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk 
mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini 
berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang 
berbunyi: “perceraian dengan jalan khulu‟ mengurangi jumlah 
talak dan tidak dapat dirujuk. 
 Akibat li‟an 
Perceraian yang terjadi sebagai akibat li‟an, yaitu 
ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan 
putusnya perkawinan, anak yang dikandung oleh istri 
dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat li‟an. Pasal 
162 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa bilamana 
li‟an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamnya dan 
anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang 
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suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Hal ini 
berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam: 
“sesungguhnya Nabi Shallallahu „alaihi wasallam 
menyaksikan li‟an antara seoarang laki-laki dan istrinya, maka 
laki-laki itu tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya itu, 
maka beliau memisahkan diantara keduanya dan 
menghubungkan nasab anak kepada ibunya.” (HR. Bukhari) 
 
 Akibat ditinggal mati suami 
Jika ikatan perkawinan putus sebagai akibat 
meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan 
bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya 
serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena 
itu Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam: harta bersama dibagi 
menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 
97. 
Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan ikatan 
perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan 
suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama 
dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk 
bagian pasangan yang masih hidup. Namun, bila harta 
bersama belum bada karena kelangsungan ikatan perkawinan 
sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat 
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bagian. Sebaliknya, bila perkawinan itu putus sebagai akibat 
cerai hidup, maka Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 
menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.35 
 
6. Tata cara perceraian 
Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatuyang 
dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai 
cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, 
namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud 
atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian 
diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. 
Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum 
atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi 
dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:36 
a. Cerai talak ( suami yang bermohon untuk bercerai ) 
Apabila suami yang mengajukan permohonan ke 
pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri 
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menyetujuinya disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam Pasal 
66 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. 
Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke 
pengadilan Agama, Pengadilan Agama melakukan 
pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar 
diajukannya permohonan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 
68 Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 131 
Kompilasi Hukum Islam. 
Majelis hakim pada saat memulai sidang memberi 
kesempatan atau berusaha agar pemohon dan termohon 
berdamai, kembali rukun sebagai suami istri. Tata cara 
perdamaian dapat dilakukan secara mediasi sebagaimana 
yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 
2003 tentang tata cara mediasi di lingkungan badan peradilan. 
Selain melalui mediasi di badan peradilan, perdamaian dapat 
dilaksanakan di BP4 (Badan Penasihat dan Penyelesaian 
perselisihan Perkawinan).37 
b. Cerai gugat ( istri yang bermohon untuk bercerai ) 
Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus 
sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke 
Pengadilan Agama, yang kemudian termohon menyetujuinya, 
sehingga Pengadilan Agama, yang mengabulkan 
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permohonan dimaksud. Oleh karena itu, khulu‟ seperti yang 
telah diuraikan pada sebab-sebab putusnya perkawinan 
termasuk cerai gugat. Cerai gugat diatur dalam Pasal 73 
Undang-Undang Peradilan Agama. 
Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk 
mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 74, 75, dan 76 
Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 133, 134, dan 
135 Kompilasi Hukum Islam. 
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri 
meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai 
gugatan perceraian itu. Namun, bila terjadi perdamaian tidak 
dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan 
yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum 
perdamaian tercapai. Upaya perdamaian dimaksud 
memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada 
sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan 
setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, 
pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 
tertutup. 
Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan 
penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di 
kepaniteraan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (1). 
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Jika sidang pemeriksaan dilakukan dengan cara 
tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap 
terjadi, serta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena 
itu kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau 
wakil/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran 
pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini diuraikan dalam 
Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. 
Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dan 
khulu‟. Namun demikian ia mempunyai kesamaan dan 
perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah 
keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Adapun 
perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar 
uang iwad (uang tebusan), sedangkan khulu‟ uang iwad 
menjadi dasar akan terjadinya khulu‟ atau perceraian. Khulu‟ 
dimaksud diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. 
 
D. Ruang Lingkup Peradilan Agama 
1. Pengertian Peradilan Agama 
Peradilan Agama di Indonesia telah lahir dalam kehidupan 
hukum masyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia. Hal ini 
bertujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan 
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penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan 
kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan 
kehakiman di Indonesia. Dalam Alquran, Hadits Rasul, dan ijtihad 
para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materiil 
sebagai pedoman hidup atau aturan dalam hubungan antar 
manusia (muamalah) serta hukum formal sebagai pedoman 
beracara di Pengadilan Agama. 
Peradilan berasal dari bahasa Arab yaitu adil yang sudah 
diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili 
atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian 
sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan 
yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. 
Dalam bahasa Arab disebut al-Qadha, artinya proses mengadili 
dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut 
recshtpraak. Dalam kaitannya dengan Peradilan Agama, 
pengertian peradilan ini kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pada Pasal tersebut 
terdapat perubahan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa: “ Peradilan Agama adalah 
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilan yang beragam Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ”. Dalam 
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penjelasan bunyi Pasal ini disebutkan bahwa: “Yang dimaksud 
dengan “ rakyat pencari keadilan adalah” setiap orang baik warga 
Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan 
pada pengadilan di Indonesia ”.38 
 
2. Asas-asas Peradilan Agama 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama terdapat sembilan asas umum yaitu:39 
1) Asas personalitas keIslaman, artinya pengadilan di lingkungan 
Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian 
perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam 
Pasal49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu 
menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infaq, sedakah, dan ekonomi syariah dari rakyat 
Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keIslaman 
seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan 
Badan Peradilan Agama. 
2) Asas kebebasan, kebebasan di sini maksudnya adalah tidak 
boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam 
penanganan suatu perkara oleh pengadilan/majelis hakim. 
Asas ini ditemukan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 
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 Ibid Hlm 3 
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 Jaenal Aripin,  Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesiahlm  348-354 
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Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sebagai 
hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman. Dan asas 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini merupakan asas yang 
paling pokok dan sentral dalam kehidupan peradilan. 
3) Asas tidak menolak perkara hukumnya tidak jelas atau tidak 
ada, dasar hukum mengenai asas ini dapat dijumpai dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Ketentuan ini dalam bahasa latin dikenal dengan 
ius curia novit yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, 
sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya 
maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain 
hakim di sini berperan sebagai pembentuk hukum dan 
padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong Undang-
Undang. Dalam konteks peradilan agama hukum yang ada 
dalam Alquran, hadits dan kitab-kitab fiqh dalam hal ini 
dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis, sehingga 
hakim dari pengadilan agama dapat menggali hukum dari 
sumber-sumber tersebut.   
4) Asas hakim wajib mendamaikan, asas kewajiban hakim untuk 
mendamaikan pihak-pihak uang berperkara, sangat sejalan 
dengan tuntutan dan tuntunan ajaran moral Islam. Islam selalu 
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menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan 
persengketaan melalui pendekatan “Islah”. Karena itu, hakim 
pengadilan agama harus mengembang fungsi mendamaikan. 
Sebab walau bagaimanapun adilnya suatu putusan namun 
akan tetap membaik dan lebih adil hasil perdamaian.  
5) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini tertuang 
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara, 
sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan dari 
setiap pencari keadilan sehingga apabila peradilan agama 
kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya 
maka seseorang akan enggan beracara di Pengadilan Agama, 
mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga 
peradilan. 
6) Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, 
keberadaan asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 5 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa pengadilan mengadili 
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 
Dalam hukum acara perdata, asas ini dengan “audi et alteram 
partern” atau “eines mannes rede istkeines mannes rede, man 
soli sie horel alle beide”, yang artinya bahwa pihak-pihak yang 
berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing 
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harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan 
pendapatnya. 
7) Asas persidangan terbuka untuk umum, menurut ketentuan 
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa 
sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan 
dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuannya adalah untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, 
seperti bersikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-
wenang. Pengecualian dalam asas ini adalah pada perkara-
perkara tertentu yang menurut sifatnya adalah rahasia/privat 
antara lain peradilan terhadap sengketa perceraian, perkara 
anak dan sebagainya. 
8) Asas aktif memberi bantuan, artinya pengadilan harus 
membantu secara aktif kepada para pencari keadilan dan 
berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
9) Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, asas ini 
secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa semua pengadilan 
memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-
kurangnya tiga orang hakim, kecuali Undang-Undang 
menentukan lain. Diantara tiga hakim tersebut satu bertindak 
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sebagai Ketua Majelis Hakim dan berwenang untuk memimpin 
jalannya sidang peradilan. Tujuan asas ini adalah untuk 
menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin, guna 
memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang 
peradilan. 
 
3. Kewenangan Peradilan Agama 
Ruang lingkup wilayah pengkajian Peradilan Agama di 
Indonesia secara garis besar wilayahnya tercermin dalam 
rumusan pengertiannya, yaitu “kekuasaan negara dalam 
menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan 
perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan 
shadaqha antara orang-orang yang beragama Islam untuk 
menegakkan hukum dan keadilan”. Secara rinci ruang lingkup 
tersebut meliputi:40 
1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman, yang bebas 
dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak 
luar. 
2. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama meliputi hirearki, 
susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam 
susunan organisasi pengadilan. 
                                                             
40
 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia Esidi Revisi, hlm 35 
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3. Prosedur berperkara di Pengadilan, yang mencakup jenis 
perkara, hukum prosedural, dan produk-produknya. 
4. Perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 
hibah, wakaf dan shadaqha. Ia mencakup variasi dan 
sebarannya dalam berbagai badan peradilan. 
5. Orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara 
atau para pencari keadilan. 
6. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan 
rujukan. 
7. Penegakan hukum dan keadilan. 
Sedang kekuasaan Peradilan Agama terdiri atas 
kekuasaan relatif (relative competintie) dan kekuasaan mutlak 
(absolute competintie). Kekuasan relatif berhubungan dengan 
daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama 
maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan 
kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya 
berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Daerah hukum 
pengadilan agama meliputi daerah kota atau kabupaten namun 
demikian dalam penjelasan Pasal (4) ayat 1 Undang-Undang 
nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan “pada 
dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di Kotamadya 
atau kabupaten, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya 
pengecualian”, kemudian diubah dalam Undang-Undang nomor 3 
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tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan 
Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota dan Pengadilan Tinggi 
Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah provinsi. 
Sedangkan cakupan kekuasaan mutlak Peradilan Agama 
berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan 
pengadilan yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
“perkara perdata tertentu” diakalangan “golongan rakyat tertentu” , 
yaitu orang-orang yang beragama Islam.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
41
 Ibid hlm 220 
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 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
A.  Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan 
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian 
yang penulis pilih yaitu di Kota Makassar, yakni pada Pengadilan 
Agama Makassar. Alasan pemilihan lokasi agar memudahkan penulis 
memperoleh data. 
B.  Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis Data 
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  
a.  Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung 
melalui proses wawancara dengan hakim Pengadilan Agama 
Makassar untuk mendapatkan data mengenai perkara in ini.  
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literatur, dokumen resmi, peraturan perUndang-Undangan, 
dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.  
2. Sumber Data  
Adapun sumber data dalam penelitian ini, Sumber Penelitian 
Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang 
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diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber 
bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.  
 
C.  Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Teknik Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan di lapangan dengan cara mewawancarai Hakim dari 
Pengadilan Agama Makassar. 
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari 
beberapa peraturan perUndang-Undangan dan berkas putusan 
pengadilan yang terkait dengan kasus perdata ini serta 
penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang 
dibahas. 
  
D.  Analisis Data  
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut 
diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat 
dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan 
yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Perselisihan dan Pertengkaran Antara Suami Istri Sebagai Alasan 
Perceraian 
a. Kasus Posisi 
Pada tanggal 16 Agustus 1998, Pemohon dan Termohon 
telah melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan tersebut 
Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga 
anak tersebut tinggal dengan Pemohon. Pada mulanya rumah 
tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 
bulan November 2010 terjadi pertengkaran dan Termohon sering 
kali minta cerai kepada Pemohon karena sudah tidak cinta lagi 
dan mengancam akan pergi meninggalkan keluarga untuk 
menemui laki-laki yang dicintainya dari Inggris yang dikenalnya 
melalui Facebook. Sejak saat itu Termohon tidak memperdulikan 
Pemohon lagi dan  pada tanggal 6 Februari 2011 Termohon 
meninggalkan rumah tanpa seizin suami (Pemohon) dengan 
alasan menemui seorang laki-laki yang dicintainya dari Inggris 
yang dikenalnya lewat Facebook. Dan sampai sekarang 
keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya. Sehingga 
Pemohon tidak sanggup lagi menunggu Termohon dan pada 
akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai. 
62 
 
b. Analisis Penulis 
Dalam suatu rumah tangga apabila terjadi ketegangan, 
kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak akan 
dapat menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman 
itu menjadi pertengkaran antara suami istri yang semakin larut, 
tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran 
antara suami istri tersebut. Apabila suatu perkawinan itu 
dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai, 
bahagia dan tentram yang seperti disyariatkan oleh agama tidak 
akan tercapai dan ditakutkan akan terjadi pula perpecahan dalam 
suatu keluarga yang semakin meluas. Agama Islam, 
mensyaratkan perceraian itu merupakan jalan keluar yang terakhir 
bagi suami istri yang benar-benar merasa gagal dalam membina 
keluarga atau rumah tangganya. 
Dari kasus posisi di atas telah jelas bahwa penyebab 
Pemohon mengajukan permohonan perceraian karena Termohon 
pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon. Penyebab 
Termohon pergi meninggalkan rumah karena seringnya terjadi 
pertengkaran atau perselisihan diantara keduanya, sehingga 
Termohon sampai mengancam akan pergi menemui lelaki lain 
yang dikenalnya melalui jejaring sosial. Meskipun dalam 
jawabannya, Termohon membantah hal tersebut, ia beralasan 
pergi meninggalkan rumah hanya untuk menenangkan diri. Kasus 
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ini merupakan cerai talak dimana suami (Pemohon) yang 
mengajukan permohonan perceraian. 
Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara 
Pemohon dan Termohon memang sudah berlangsung lama, yaitu 
pada bulan November 2010. Dan pada akhirnya pada tanggal 6 
Februari 2011, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin 
Pemohon, dimana pada saat itu Pemohon masih berstatus 
sebagai suami Termohon. Disamping itu selama kepergiannya, 
Termohon tidak pernah mengonfirmasikan tujuan kepergiannya, 
keberadaannya dan aktifitasnya. Walaupun Termohon beberapa 
kali pulang ke rumah orang tuanya tetapi, sampai bulan Desember 
2011 Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama 
dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.  Dalam hal ini 
Termohon telah melakukan nusyuz, karena Termohon sudah tidak 
menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak taat kepada 
Pemohon sebagai suaminya. 
Kepergian Termohon tersebut dapat diduga karena 
memang termohon tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon 
sebagai suaminya, Termohon tidak ingin berdamai dan 
menyelesaikan masalah rumah tangganya, dan Pemohon juga 
tidak pergi mencari istrinya. hal ini dibuktikan karena setelah 
kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali ke tempat 
kediaman mereka. 
64 
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di 
Pengadilan Agama Makassar, yaitu dengan Bapak Mahmuddin 
(Hakim Pengadilan Agama) menyatakan bahwa “perselisihan dan 
pertengkaran antara suami istri memang merupakan salah satu 
alasan perceraian. Akan tetapi perselisihan dan pertengkaran 
yang dimaksud ialah perselisihan dan pertengkaran yang terus 
menerus terjadi diantara keduanya”. Alasan perselisihan dan 
pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan 
merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari 
sebab-sebab lain yang mendahuluinya diantaranya : 
a. Perselisihan yang menyangkut keuangan, atau karena suami 
tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. 
b. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual. 
c. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama sehingga 
menimbulkan perbedaan dalam mengasuh dan mendidik 
anak. 
d. Dan masalah-masalah lainnya yang dapat menyebabkan 
perselisihan antara suami istri. 
Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 
merupakan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam 
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang 
menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup 
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rukun dalam rumah tangga”. Pasal 19 huruf (f) tersebut 
merupakan akibat dari sebab-sebab yang menjadi pemicu 
keretakan rumah tangga. Meskipun salah satu pihak melakukan 
perzinahan, meninggalkan suami atau istri dalam waktu yang lama 
dan alasan-alasan lain yang disebutkan dalam Pasal 19 dan Pasal 
116 Kompilasi Hukum Islam, jika hal tersebut bisa diterima atau 
dimaafkan oleh suami atau istri maka tidak menjadi masalah, 
perkawinan tetap harmonis, karena perselisihan dan pertengkaran 
dapat dihindari. 
Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara 
Pemohon dan Termohon disebabkan karena berbagai masalah 
yang timbul dalam rumah tangga mereka yang tidak dapat 
diselesaikan. Sehingga terjadi konflik terus menerus 
menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah. Salah satu 
sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 
Termohon sesuai dengan yang tertulis dalam jawaban Termohon 
adalah karena masalah keuangan, dimana Pemohon hanya 
memberikan uang belanja untuk makan keluarga saja kepada 
Termohon, sedangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya Pemohon 
sendiri yang menanggung. 
Beliau juga berpendapat bahwa “dalam mengadili suatu 
perkara perceraian, Hakim harus mengetahui dengan jelas 
tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan 
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pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk 
selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang 
diajukan para pihak.” 
Selanjutnya untuk menilai ada atau tidaknya suatu 
keretakan dalam perkawinan, harus dapat dibuktikan bahwa 
alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan 
peristiwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga 
sehingga menyebabkan keretakan dan keadaan tersebut tidak 
dapat dipulihkan kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari 
pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga 
atau orang-orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon. 
Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah 
perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti 
atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan 
putusan. 
Berdasarkan pengakuan saksi-saksi yang diajukan oleh 
Pemohon yaitu: 
Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, 
bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan 
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 
berikut : 
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena 
saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah 
istri Pemohon, mereka menikah pada tahun 1998; 
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak 
yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III; 
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di 
rumah kontrakan di Gang Perintis, kemudian mereka pindah ke 
rumah sendiri di Jalan Ampera sampai akhirnya mereka 
berpisah; 
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan 
Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun sejak Pebruari 
2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan ketiga 
orang anaknya; 
- Bahwa saksi mengetahui hal ini pada saat saksi berkunjung ke 
rumah Pemohon,saksi tidak melihat Termohon di rumah 
sehingga Saksi tanyakan kepada Pemohon keberadaan 
Termohon, Pemohonpun mengatakan tidak mengetahui 
keberadaan Termohon; 
-  Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi 
meninggalkan Pemohon; 
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan 
Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun, akan tetapi 
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tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk 
bercerai dari Termohon; 
Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, 
bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan 
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 
berikut : 
- Saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi 
adalah tetangga Pemohon tidak ada hubungan keluarga, 
sedangkan Termohon adalah istri Pemohon; 
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 14 
tahun yang lalu; 
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak 
yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III; 
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di 
rumah kontrakan di Gang Perintis, kemudian mereka pindah ke 
rumah sendiri di Jalan Ampera sampai akhirnya mereka 
berpisah pada awal tahun 2011 yang lalu; 
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan 
Termohon harmonis dan rukun-rukun saja, namun sejak awal 
tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan 
ketiga anaknya; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi 
meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tersebut; 
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- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan 
Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun, akan tetapi 
tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk 
bercerai dari Termohon; 
Berdasarkan asas hukum acara perdata hakim harus 
mendengarkan keterangan dan penjelasan dari kedua pihak. 
Namun, dalam kasus ini Termohon tidak mengajukan saksi-saksi, 
sehingga hakim hanya mendengar keterangan saksi-saksi dari 
pihak Pemohon. Penyebab perselisihan antara Pemohon dan 
Termohon tidak diketahui oleh kedua saksi tersebut. Akan tetapi, 
sebagai orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon, saksi-
saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya 
tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai. 
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus 
menerus antara suami istri merupakan alasan yang utama atau 
alasan mendasar bagi para pihak dalam mengajukan gugatan 
atau permohonan perceraian. Yang membedakan hanyalah 
sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya perselisihan dan 
pertengkaran tersebut. Dalam praktik, pasal 19 butir ini f sering 
dijadikan alternatif jika alasan-alasan perceraian lainnya tidak 
dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak. Menurut Sukarno 
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Aburaera pasal 19 butir F merupakan “keranjang sampah” yang 
selalu digunakan dalam praktik. 
Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran 
juga dihukumkan wajib menurut ulama fiqh. Ulama fiqh 
mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah 
tangga yang menyebabkan talak itu terjadi: 
1. Talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa 
terjadi percekcokan dan ternyata setelah dilakukan 
pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah 
pihak, percekcokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam 
keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena 
perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang 
harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan 
ketenteraman antara kedua belah pihak. 
2. Talak dihukumkan sunnah apabila istri tidak mau patuh 
kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan tidak 
mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah 
Subhanahu wa Ta‟ala (seperti shalat dan puasa) maupun 
sebagai istri (tidak mau melayani suami); 
3. Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa 
istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia 
menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak 
tersebut, berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk 
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melakukan perzinaan. Termasuk ke dalam talak yang 
diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan 
haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak 
nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu; 
4. Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan 
tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadits 
Nabi Shalallahu „alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh 
Imam Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin 
Umar. Menurut fukaha, pengertian “dibenci” dalam hadits 
tersebut menunjukkan makruh; 
5. Talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan 
dengan  alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan 
itu tidak baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik, dan 
hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun 
pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini, 
menurut ulama fikih, tujuan perkawinan yang dikehendaki 
syara‟ tidak akan tercapai. Oleh karena itu, suami boleh 
menjatuhkan talaknya.42 
 
 
 
 
                                                             
42
  Abdul Azis Dahlan (et all), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, hlm. 1777 
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2. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan 
Perceraian 
Pertimbangan (alasan-alasan) merupakan dasar dari suatu 
putusan yang terdiri dari dua bagian, sebagai berikut.43 
a. Pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden) 
adalah tentang hal yang terjadi di depan pengadilan seringkali 
gugatan dan jawaban dikutip secara lengkap. 
b. Pertimbangan hukum (rechts gronden) yang menentukan nilai dari 
suatu putusan. 
Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan 
intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat 
atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam 
pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-
Undang pembuktian:44 
1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat 
memenuhi syarat formil dan materil, 
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, 
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, 
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. 
Selanjutnya, diikuti analisis hukum apa yang diterapkan 
menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, 
pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, 
                                                             
43
 RPH Wimbo Pitoyo, Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik 
Peradilan, hlm 129 
44
  Yahya Harahap, Hukum acara perdata, hlm 809 
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pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil sesuai 
dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itu 
hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang 
tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan 
penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.45 
Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan nomor 
477/Pdt.G/2011/PA.Ptk perkara perceraian antara Pemohon dan 
Termohon adalah sebagai berikut. 
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, 
terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya 
pernikahan antara Pemohon dengan Termohon; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban 
Termohon serta bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 
16 Agustus 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak antara Pemohon 
dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri yang sah 
sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
nomor 1 tahun 1974 ; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) ( 2) 
dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
                                                             
45
 Ibid hlm 809 
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Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya 
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1Tahun 2008, mediasi 
sudah dilaksanakan dengan mediator Nurjanah telah diusahakan 
untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil 
Pemohon tetap pada permohonannya; 
- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah 
permohonan izin ikrar talak yang didasarkan atas dalil sejak bulan 
November 2010 terjadi pertengkaran dan Termohon seringkali 
minta cerai kepada Pemohon karena sudah tidak cinta lagi dan 
mengancam akan pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak 
untuk menemui laki-laki yang berasal dari Inggris dikenalnya 
melalui Facebook sehingga pada tanggal 6 Februari 2011 
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan ketiga anaknya 
sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah kediaman 
bersama; 
- Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut di 
atas ternyata Termohon dalam jawabannya secara tertulis 
tertanggal 22 Desember 2011 tersebut pada pokoknya 
membenarkan sebagian dan menolak sebagian; 
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- Menimbang, bahwa Termohon membenarkan tentang pernikahan 
dengan Pemohon, dan telah punya anak tiga orang serta telah 
menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon awalnya 
rukun dan mengakui kepergian Termohon dari rumah kediaman 
bersama tanpa izin Pemohon pada Pebruari 2011 dengan tujuan 
untuk menenangkan diri; 
- Menimbang, bahwa hal yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat 
adalah tidak benar Termohon pergi untuk menemui laki-laki yang 
berasal dari Inggeris yang dikenal melalui Facebook, Termohon 
masih pulang ke rumah orang tua Termohon untuk melihat anak, 
tidaklah benar Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon karena 
Pemohon mengetahui Termohon tinggal di rumah orang tua 
Termohon, Pemohon pernah datang pada malam bulan 
Ramadhan memaksa Termohon untuk menandatangani surat 
yang menyatakan Termohon tidak akan menuntut apapun dari 
perceraian, sejak menikah Pemohon tidak bisa memberi rasa 
aman dalam kehidupan berumah tangga, tidak ada komunikasi 
yang baik sejak awal menikah hingga sekarang, Pemohon lebih 
mementingkan diri sendiri dan tidak pernah jujur masalah 
keuangan dari awal menikah tidak tahu pendapatan suami kecuali 
gaji, untuk memenuhi keperluan pribadi Termohon tanpa dari 
suami dengan berjualan dan catering, selanjutnya Termohon 
menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon; 
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- Menimbang, bahwa Pemohon dalam tahap replik secara tertulis 
pada tanggal 29 Desember 2011 menyatakan tetap pada 
permohonannya serta membantah secara keseluruhan jawaban 
yang dikemukakan Termohon kecuali apa yang diakuinya benar, 
sedangkan Termohon tidak menyerahkan dupliknya dikarenakan 
Termohon tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan 
sekalipun Termohon untuk itu telah dipanggil secara resmi dan 
patut ; 
- Menimbang, bahwa sejalan pula dengan ketentuan Pasal 22 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pemohon telah 
menghadirkan dua orang saksi dipersidangan kesaksian mana 
antara keduanya telah saling menguatkan, serta kesaksiannya 
dibenarkan oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat 
membuktikan sanggahan dan tuntutannya; 
- Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dipersidangan 
dalam tahap duplik hingga tahap kesimpulan, haruslah diartikan 
bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah 
dapat dijadikan bukti serta kesaksian tersebut dapat diterima; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban 
Termohon serta keterangan dua orang saksi Majelis telah 
menemukan fakta bahwa kerukunan rumah tangga Pemohon dan 
Termohon sudah mulai terganggu sejak tahun 2010, setelah 
Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang dikenalnya 
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melalui Facebook, pada bulan Februari 2011 Termohon pergi dari 
rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dengan 
meninggalkan Pemohon dan ketiga anaknya sampai sekarang 
tidak pernah pulang ke rumah tempat kediaman bersama; 
- Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia adalah dilihat 
dari adanya ikatan lahir bathin (mitsaaqan ghaliizhan) antara 
suami istri, saling pengertian, saling memahami dan saling 
memaafkan atas kesalahan dan kekeliruan masing-masing pihak, 
kondisi mana tidak lagi tercermin dalam rumah tangga Pemohon 
dan Termohon, hal mana terlihat dari fakta yang ditemukan bahwa 
Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak bulan 
Februari 2011 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan 
Pemohon dan anak-anaknya; 
- Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab 
dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon tersebut, 
dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon 
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam 
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi konflik 
dan tidak harmonis lagi dan rumah tangga Pemohon dan 
Termohon benar-benar sudah pecah dan berantakan, kondisi 
tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 
sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling 
membutuhkan antara suami istri tersebut, khususnya di dalam 
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saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak 
terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk 
Alquran surat ar-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan 
untuk dapat rukun kembali; 
- Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon menjatuhkan 
talak terhadap Termohon Majelis perlu mengutip firman Allah 
dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut : 
“dan apabila kamu (para suami) telah berketetapan untuk 
menjatuhkan talak(kepada istri istri kamu) maka sesungguhnya 
Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui”; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan 
sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin 
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, 
oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 
aquo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi 
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 
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1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya 
permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ; 
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut hak 
pemeliharaan anak, dengan alasan demi kepentingan anak-anak 
karena masih kecil-kecil agar tidak kehilangan kasih sayang dari 
kedua orang tuanya agar anak tidak ditetapkan pada Pemohon 
ataupun Termohon, agar hak pemeliharaan dan nafkah anak tidak 
dipermasalahkan dalam perkara ini, karena nafkah anak selama 
ini tetap ditanggung oleh Pemohon, hal ini dibenarkan oleh 
Termohon dan tidak keberatan, sehingga Majelis Hakim tidak 
perlu mempertimbangkan. 
- Menimbang, bahwa tentang mengganti mas kawin yang masih 
terhutang dan palsu serta tuntutan agar Pemohon meminta maaf 
melalui media massa atas fitnah dan berita yang tidak benar 
terhadap Termohon, kedua hal tersebut dibantah oleh Pemohon 
dalam repliknya, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan 
tuntutannya karena Termohon hanya hadir pada tahap duplik, 
maka Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak perlu 
dipertimbangkan; 
- Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang 
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 
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50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu menambah amar putusan 
dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama 
Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak 
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 
tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat 
Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon 
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk 
itu; 
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam 
perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 
perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; 
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' 
yang berkaitan dengan perkara ini: M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2.  Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan 
talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang 
Pengadilan Agama Pontianak; 
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk 
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada 
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Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal 
Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di 
tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk 
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
4.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 
ini sebesar Rp. 541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) 
Dengan kewenangannya, seorang hakim berhak memutuskan 
apakah perceraian ditolak atau dikabulkan. Dari pertimbangan hukum 
yang ada, selanjutnya hakim akan menarik kesimpulan terbukti atau 
tidaknya gugatan itu. Selain itu juga berdasarkan keyakinan dan 
pengetahuannya yaitu keyakinan terhadap kondisi rumah tangga 
pasangan suami istri tidak mungkin hidup rukun lagi sehingga rumah 
tangga tidak mungkin diselamatkan. Penilaian hakim berdasarkan 
pada kenyataan dalam rumah tangga bahwa perselisihan itu sudah 
sangat lama dan parah sehingga perkawinan itu tidak mungkin 
dipertahankan lagi.46 
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, diketahui bahwa 
hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan 
Termohon sudah terjadi konflik, tidak harmonis dan benar-benar 
sudah pecah berantakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
diantara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada rasa cinta dan kasih 
                                                             
46
   Domiri, Wawancara, Hakim, Pengadilan Agama Surakarta, Surakarta 17 Juni 2007 
(Tesis Suci Karyana, S.H, Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas 
Dasar Pindah Agama dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Surakarta, 
2007) 
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sayang dan saling membutuhkan. Sehingga tujuan perkawinan untuk 
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak 
dapat tercapai. 
Menurut penulis pertimbangan hakim sehingga mengabulkan 
permohonan Pemohon sudah tepat, karena hakim sudah memiliki 
cukup alasan. Selanjutnya hakim berkeyakinan dengan keadaan 
seperti itu perceraian lebih baik dikabulkan daripada perkawinan tetap 
dipertahankan terus. Daripada tetap mempertahankan ikatan 
perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan bagi mereka dan amat 
merugikan bagi pertumbuhan anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan 
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟i 
terhadap Termohon. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri merupakan 
alasan perceraian jika perselisihan dan pertengkaran tersebut 
terjadi terus menerus, telah berlangsung lama dan masalah yang 
timbul tidak dapat diselesaikan atau antara suami istri tidak dapat 
didamaikan lagi. Sehingga menyebabkan ketidak rukunan dalam 
rumah tangga. Dalam hukum Islam, Ulama fiqh sepakat bahwa 
talak atau cerai hukumnya wajib apabila antara suami istri 
senantiasa terjadi percekcokan dan ternyata setelah dilakukan 
pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, 
percekcokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan 
seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan 
untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang 
serta menciptakan ketenteraman antara kedua belah pihak. 
2. Dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan 
perceraian adalah karena telah terbukti bahwa dalam rumah 
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pecah 
berantakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah 
tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidakada lagi rasa 
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saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami istri 
tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak terhadap lainnya. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, yaitu: 
1. Diharapkan kepada para pihak untuk berusaha tetap 
mempertahankan rumah tangganya dan tidak mudah menyerah 
karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis jika salah satu 
pihak atau kedua pihak menikah lagi. 
2. Mengingat bahwa salah satu sebab perselisihan dan pertengkaran 
dalam kasus ini adalah karena perkenalan Termohon dengan 
seorang laki-laki di Facebook, maka Diharapkan bagi masyarakat 
terutama dalam lingkungan keluarga untuk berhati-hati dalam 
menggunakan jejaring sosial. Menggunakan jejaring sosial hanya 
untuk hal-hal yang bermanfaat saja. 
